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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu 

diantaranya keandalan dan ketepatwaktuan. Faktor-faktor yang diteliti antara lain 

kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem 

pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 110 

eksemplar, yang dibagikan kepada responden yang merupakan kepala dan staf 

bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan PLS (partial least square).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern 

berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, 

kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.

Kata Kunci : pelaporan keuangan pemerintah daerah, nilai informasi, kualitas 

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian 

intern,  pengawasan keuangan daerah, dan PLS (partial least square).
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ABSTRACT

The objective of this research is to examine the factors that influence 

information value of local government financial reporting. Information value 

refers to reliability and timeliness. The factors that influence reliability and 

timeliness are human resource quality, information technology utilization, internal 

control system, and local financial monitoring.

Data collection was done by giving questionnaires to 110 heads and staffs 

of SKPD’s accounting department in Batang District. The collected data then

processed by using PLS (partial least square).

Hypotheses testing results are as follows. First, internal control system has 

a positive and significant influence on reliability of local government financial 

reporting while human resource quality, information technology utilization, and 

internal control system have no influence. Second, human resource quality and 

information technology utilization have a positive and significant influence on 

timeliness of local government financial reporting while internal control system 

has no influence.

Keywords : local government financial reporting, information value, human 

resource quality, information technology utilization, internal control system, local 

financial monitoring, and PLS (partial least square).
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik (good governance government), telah mendorong pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat 

diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara 

sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang 

lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat 

secara luas atau dalam suatu organisasi (Rasul, 2003).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
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berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus 

memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar 

Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD 

dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam Concepts 

Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa 

akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari 

oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas 

pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. 

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata 

kelola kepemerintahan yang baik (good governance government), yaitu 

pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang 

memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi 

tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan 

oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan 
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Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para 

pemakai.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang 

mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat 

mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif 

yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan 

pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam 

Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005) antara lain :

1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi 

keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu 

atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

a) Manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan 

pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di 

masa lalu.
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b) Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu 

pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil 

masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu 

dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang 

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam 

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam 

penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 

dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :

a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih 

dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan 

simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 
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3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah 

seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, 

berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan daerah.  

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan 

oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-

undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, seperti yang 

telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat 

kerugian negara pada tahun 2009 sebesar Rp 3,55 triliun akibat kelemahan sistem 

pengendalian intern dan ketidakpatuhan daerah dalam menjalankan peraturan 

perundang-undangan. Hasil evaluasi atas 348 LKPD, terdapat 3.179 kasus 

kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem 

pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian 
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pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur 

pengendalian intern. Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan atas 348 LKPD 

tahun 2009 juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan sebanyak 4.708 kasus senilai Rp 3,55 triliun sebagaimana 

disajikan dalam tabel 1.1  berikut.

Tabel 1.1  Kelompok Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan 

Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2009

No Kelompok Temuan Jumlah 

Kasus

Nilai (juta Rp)

1. Kerugian Daerah 1.246    306.637,34

2. Potensi Kerugian Daerah 277 2.254.145,97

3. Kekurangan Penerimaan 905    497.789,35

4. Administrasi 1.785 -

5. Ketidakhematan/Pemborosan 155 71.263,02

6. Ketidakefisienan 1 9,82

7. Ketidakefektifan 339 420.458,85

Jumlah 4.708 3.550.304,38

Sumber : BPK RI

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2009,  dinyatakan bahwa terhadap 

348 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) atas 14 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

atas 259 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 30 entitas, dan opini Tidak 

Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 45 entitas. Perkembangan opini Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2007 sampai tahun 2009 

menunjukkan peningkatan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2007, 

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya kepada 4 entitas, tahun 
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2008 sebanyak 12 entitas, dan tahun 2009 sebanyak 14 entitas. Meskipun terdapat 

kenaikan proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) yang diikuti penurunan proporsi opini Tidak Memberikan 

Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas dalam 

menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan 

keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban 

keuangan yang lebih baik. Perkembangan opini LKPD Tahun 2007, 2008, dan 

2009 dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009 

LKPD
OPINI

JUMLAH
WTP % WDP % TW % TMP %

Tahun 2007 4 1 283 60 59 13 123* 26 469
Tahun 2008 12 3 324 67 31 6 116* 24 483
Tahun 2009 14 4 259 74 30 9 45 13 348**

*) termasuk LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 dan 2008

**) jumlah opini yang diberikan sampai dengan semester I Tahun 2009

Selain kualitas LKPD yang belum maksimal, Badan Pemeriksa Keuangan 

juga menemukan adanya kasus dugaan korupsi. Pada pemeriksaan semester II 

tahun 2008, ada 11 dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK, 6 

diantaranya terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Disamping itu, 

sekitar 683 objek pemeriksaan yang diperiksa oleh BPK, hampir separuhnya 

didominasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan 

penyampaian LKPD dari waktu yang telah ditentukan. Terlambatnya LKPD yang 

disampaikan oleh pemerintah daerah mengakibatkan BPK mengalami kesulitan 

dalam mengaudit pengelolaan keuangan daerah. Adapun LKPD yang terlambat 
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berjumlah 191 dari total 469 pemerintah daerah. Dengan demikian, hanya 275 

pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD secara tepat waktu.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria 

nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatwaktuan. 

Mengingat bahwa keandalan dan ketepatwaktuan merupakan unsur penting dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, 

maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, 

dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan 

daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, 

pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan 

sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi 

para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki 

kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi 

(Tuasikal, 2007).

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi 

pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Zetra (2009) yang dilakukan di 10 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan 

2009, ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan 

laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat 

waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama 

disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan 

pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping 

itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal 

untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. 

Penelitian lain dilakukan oleh BPK (Nazier, 2009), yang memberikan temuan 

empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam 

pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh : 1) belum ada kebijakan 

rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; 2) walaupun SDM tersebut bukan 

berlatar belakang pendidikan akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu 

menjalankan/melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan (Nazier, 

2009 dalam Insani, 2010). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Warisno 

(2009), yang menemukan bukti bahwa tenaga keuangan yang berlatar belakang 

pendidikan akuntansi pada tingkat SKPD di Provinsi Jambi masih kurang, 

sehingga belum dapat menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. 

Disamping itu, ada indikasi rendahnya kinerja SKPD yang dikarenakan rendahnya 

kualitas SDM dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah.
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Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya 

manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kualitas 

sumber daya manusia yang minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap 

keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan 

mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) 

kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta 

potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai 

pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan 

daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain 

kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, 

penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan 

kemampuan multiprocessing (Wahana Komputer, 2003). Namun, 

pengimplementasian teknologi informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Oleh karena itu, apabila teknologi informasi tidak atau belum mampu 

dimanfaatkan secara optimal, maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan 

semakin mahal. Selain itu, terdapat kendala yang ditemui dalam penerapan 
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teknologi informasi, yaitu yang berkaitan dengan kondisi perangkat keras dan 

perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya 

manusia yang ada, dan keterbatasan dana. 

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Zetra (2009) menunjukkan bahwa 

kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik hardware

maupun software, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih 

kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua 

urusan. Padahal untuk dapat menjalankan sistem informasi keuangan secara 

efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan 

keuangan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi 

informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal 

tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

  Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatwaktuan  

pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern 

merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai 

mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan 

laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, 

serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern merupakan 

suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu 

organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian 
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penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi (Wikipedia, 2010). 

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk 

mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal 

serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK, salah satu 

masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). 

BPK menghimbau agar temuan tentang Sistem Pengendalian Intern dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama, sehingga dapat 

mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan 

negara demi kepentingan masyarakat dan daerah. 

Hal terakhir yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan dan 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan 

keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para 

pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu 

yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang 

dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 

menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai 

dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan 

terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan 

keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan 

pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 
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Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, maka pembinaaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

harus dilakukan secara terus-menerus (series of actions and on going basis). 

Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (mind set) Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap 

temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan 

nepotisme.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan 

oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya 

manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota 

Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah 

maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya 

memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha 

keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian 

akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang 

ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Winidyaningrum (2010), yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya 

manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah 

SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 

Wonogiri, Sragen, dan Klaten) sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun 
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kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki 

beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub 

bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang 

ada sudah terspesifikasi dengan jelas.

Perbedaan hasil kedua penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik 

untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang 

dilakukan oleh Indriasari (2008), peneliti menambah satu faktor yang mungkin 

memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah 

daerah, yaitu pengawasan keuangan daerah. Sehingga, penelitian ini diberi judul : 

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah”. Penelitian ini akan dilakukan pada SKPD yang ada di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang karena dianggap cukup mewakili 

kriteria yang dipilih. Hal ini terkait dengan hasil audit laporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Batang yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) pada tahun 2010 dan merupakan kabupaten pertama se-Indonesia yang 

telah menyelesaikan laporan keuangan tahun 2010. Diharapkan dengan 

dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah 

Kabupaten Batang dan pemerintah daerah pada umumnya dalam peningkatan 

kualitas nilai informasi pelaporan keuangan.  
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem 

pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu keandalan dan ketepatwaktuan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi 

dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
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2. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan 

keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara terperinci dalam lima bab dengan urutan 

sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan.

BAB II Telaah Pustaka

Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, membahas hasil-

hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran 

yang menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian, serta 

hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, definisi 

operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data 

penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta metode 

analisis data dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.
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BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis 

data, dan pembahasannya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik 

sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi 

(akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas 

(akuntabilitas horisontal).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan 

self interest-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, 

sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk 

memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk 

mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga 

menyatakan bahwa agen bersikap oportunis dan cenderung tidak menyukai resiko. 

Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif 

tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi 
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juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan 

keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa 

ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu,

pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka 

selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

2.1.2 Akuntabilitas (accountability)

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adapun fungsi 

akuntabilitas meliputi tiga unsur, yaitu (1) providing information about decisions 

and actions taken during the course of operating entity, (2) having the internal 

parties review the information, and (3) taking corrective actions where necessary. 

Suatu entitas yang accountable adalah entitas yang mampu menyajikan informasi 

secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama 

beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, 

auditor, atau masyarakat secara luas) me-review informasi tersebut, serta bila 

dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif (Sugijanto, et 

al (1995:6) dalam Ulum, 2001).

Dalam peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa 

Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah 
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tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-

lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Disamping undang-

undang tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada intinya, 

semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan daerah. 

2.1.3 Transparansi (transparency)

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan 

daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan 

salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance government). Transparansi dan 
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akuntabilitas pengelolaan keuangan ini memiliki ciri dengan indikator :                

a) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan 

implementasi kebijakan publik; b) adanya akses pada informasi yang siap, mudah

dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu; c) adanya kesesuaian antara 

pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; dan d) adanya sanksi yang 

ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan (Dadang, 

2006 dalam Insani, 2009). 

Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan mendapat kepercayaan dan 

dukungan dari publik, dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih serius dan 

disiplin, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah lebih 

partisipatif dan pro poor, mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal 

akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktik KKN (Zetra, 2009). Disamping 

itu, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan maka 

diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan akan terwujud tata 

pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government).

2.1.4 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan 

penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara 

lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari 

pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan 

yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan 

keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi.
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Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen 

pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk 

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan 

anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi 

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan 

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan 

secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

(a)Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik.

(b)Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi 

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan 

ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 
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mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah 

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 

pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang 

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut 

menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi : (1) Laporan Realisasi 

Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

2.1.5 Nilai Informasi

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang 

mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan 

keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus 

mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik 

kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain 

(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :
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1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi 

keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu 

atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi 

mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

e) Manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan 

pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa 

lalu.

f) Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna 

untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu 

dan kejadian masa kini.

g)Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu 

dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

h)Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi 

setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan 

diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi 

tersebut dapat dicegah.

2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 

dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan.
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b)Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali 

oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang 

tidak berbeda jauh.

c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna.

2.1.6 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia 

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan 

bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Widodo, 

2001 dalam Kharis, 2010). Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) 

mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama 

sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta 

tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu 

elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa 
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pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu 

memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang 

pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai 

pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami 

logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah 

Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada 

kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan 

standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

2.1.7 Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat 

lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan 

jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). 

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, 

pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan 

(b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 

diakses secara mudah dan murah oleh masysrakat (Hamzah, 2009 dalam 

Winidyaningrum, 2010).
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2.1.8 Keandalan (Reliability) dan Ketepatwaktuan (Timeliness) Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Daerah

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa 

informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah 

apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (faithful 

representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan 

dapat disajikan.

Ketepatwaktuan merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar 

waktu yang ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporan 

keuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai. 

Akibatnya, akan berdampak dalam proses pengambilan keputusan. 

2.1.9 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi 

oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk 

membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern 

merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber 

daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian 

penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi 

keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang 

berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan 
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keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian 

tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu :

1) Pengendalian intern akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah 

menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai 

contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2) Pengendalian administratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan 

laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil 

tindakan.

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, 

sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi 

terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian tersebut meliputi hal-hal 

sebagai berikut.

a. Personel yang kompeten

b. Pelimpahan tanggung jawab

c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait

d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional

Menurut Wilkinson et al. , (2000) dalam Indriasari (2008),  sub komponen 

dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah 
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(a) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-

catatan bernomor, (b) pemisahan tugas, (c) otorisasi yang memadai atas transaksi-

transaksi, (d) pemeriksaan independen atas kinerja, dan (e) penilaian yang tepat 

atas jumlah yang dicatat.

2.1.10 Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu 

upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk 

merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual 

dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi 

suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan 

untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan 

seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau 

pemerintahan. 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan 

dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 

secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas 

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana 

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan 

dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan kerja tersebut.
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Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah 

satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap 

kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, 

baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external 

control).

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah 

antara lain sebagai berikut.

a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau 

badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. 

Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan 

langsung atau pengawasan melekat (built in control), atau pengawasan yang 

dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian 

dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan 

menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

b. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit 

pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, 

di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan 

lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan 

pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.

c. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu 

kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah 

terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah 
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dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan 

keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan 

negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan 

bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan 

yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

d. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu 

kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya 

dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah 

ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan 

pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya 

penyimpangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Azhar (2007) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 pada Pemerintah 

Kota Banda Aceh”, dengan variabel independen antara lain komitmen, sumber 

daya manusia, perangkat pendukung, serta regulasi, sedangkan variabel dependen 

adalah keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara simultan komitmen, 

sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan regulasi berpengaruh signifikan 

terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006. Sementara secara parsial, regulasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006.
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Tuasikal (2007) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman 

Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)”. 

Variabel independen yang digunakan adalah pemahaman sistem akuntansi 

keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel dependen 

adalah kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan maupun parsial, pemahaman mengenai sistem akuntansi 

dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah 

daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prosedur 

yang berlaku dan adanya peningkatan pemahaman tentang akuntansi keuangan 

daerah, maka kinerja satuan kerja pemerintah daerah akan meningkat.

Indriasari (2008) meneliti tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya 

Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi 

terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada 

Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)”. Variabel independen 

yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, dan pengendalian intern akuntansi, sedangkan variabel yang 

dipengaruhi adalah nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan 

pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber 

daya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi 
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informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.  

Warisno (2009) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jambi”. Variabel independen yang digunakan adalah kualitas 

sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi, 

dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai variabel 

dependen. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya 

manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara 

simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Secara 

parsial, hanya kualitas sumber daya manusia dan komunikasi yang berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD, sedangkan sarana pendukung dan 

komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

SKPD.

Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber 

Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan 

Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel 

Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda 

SUBOSUKAWONOSRATEN)”. Variabel independen yang digunakan adalah 

sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian 

intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang 

dipengaruhi adalah keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Hasil 

dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan 
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pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern 

akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan 

sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai 

sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas 

sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, 

pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas 

organisasi (Insani, 2010). Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub

bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban 

keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan 

empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam 

pengelolaan keuangan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010). Selain itu, dari 

penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi 

aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah 

secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar 
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Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang 

memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, 

khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap 

teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya 

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus 

didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak 

memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam 

pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk 

dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan 

menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah 

keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap 

tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga 

akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian 

laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi 

salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatwaktuan. Berdasarkan 

uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya 

manusia dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan hubungan 

positif antara kualitas sumber daya manusia dengan ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan : 

H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
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H2 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan 

daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. 

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya 

secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, 

mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan 

akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi 

adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah 

Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh 

karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat 

proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga 

laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan 

teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 

dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan 

tersebut dihipotesiskan :
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H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah

2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan 

keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. 

Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD 

yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian 

intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara sistem 

pengendalian intern dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 

sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H5 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap 

keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.3.4 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai 

agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang 
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dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang 

dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk 

menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai 

dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan 

terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan 

keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan 

pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila 

ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera 

diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan 

relevan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau 

hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata 

kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan 

dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi 

keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Di dalam prosedur 

pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan 

keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, 

maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat 

waktu. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara 

pengawasan keuangan daerah dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah 
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daerah, dan terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan 

tersebut dihipotesiskan :

H6 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap 

keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H7 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.4 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, diidentifikasi 

variabel independen (X) yang diperkirakan baik secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan pada kerangka pemikiran 

berikut.
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Model 1

Gambar 2.1

Model Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pengawasan Keuangan Daerah 

terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Model 2

Gambar 2.2

Model Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi

Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatwaktuan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan Teknologi 
Informasi (X2)

Sistem Pengendalian 
Intern (X3)

Pengawasan Keuangan 
Daerah (X4)

Keandalan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah 

Daerah (Y1)

Kualitas Sumber Daya 
Manusia (X1)

Pemanfaatan Teknologi 
Informasi (X2)

Pengawasan Keuangan 
Daerah (X3)

Ketepatwaktuan 
Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (Y2)

Kualitas Sumber Daya 
Manusia (X1)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keandalan dan 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, 

dan pengawasan keuangan daerah.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1 Keandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Daerah

Keandalan yang merupakan variabel dependen adalah kemampuan 

informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau 

valid. Sedangkan ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat 

keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan 

untuk mempengaruhi keputusan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). 

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, yang diadaptasi dari 

Indriasari (2008) yang telah dikembangkan, yang masing-masing variabel diukur 

41
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dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, mempunyai 

skor 1, (2) Tidak Setuju, mempunyai skor 2, (3) Netral, mempunyai skor 3, (4) 

Setuju, mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju, mempunyai skor 5. Responden 

diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan 

yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. 

3.1.2.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang merupakan variabel independen 

dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan 

dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan 

yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab 

terhadap kewajiban. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, 

dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan 

setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan 

kondisi yang sesungguhnya.

3.1.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal 

dari komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, 

jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang 

berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al. , 2000). Pemanfaatan teknologi 

informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem 

manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan 

teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah 

oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010). Pengukuran 
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variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima 

poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya 

terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.1.2.4 Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk 

mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta 

berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). 

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam 

mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang 

andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pengukuran 

variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima 

poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya 

terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.1.2.5 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan 

untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien 

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya 

diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan 

atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengukuran variabel ini 

menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. 
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Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap 

pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Adapun penjelasan mengenai dimensi variabel, indikator variabel, dan 

skala pengukuran  dijelaskan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No. Variabel Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran

1. Kualitas 

sumber daya 

manusia

1. Latar belakang 
pendidikan

2. Uraian peran dan fungsi
3. Peran dan tanggung 

jawab
4. Fungsi akuntansi
5. Sumber daya pendukung 

operasional
6. Pelatihan keahlian 

dalam tugas
7. SDM yang berkualitas

1. Sub bagian 
keuangan/akuntansi 
merupakan lulusan minimal 
D3 akuntansi.

2. Sub bagian 
keuangan/akuntansi 
memiliki uraian peran dan 
fungsi yang jelas.

3. Peran dan tanggung jawab 
seluruh pegawai sub bagian 
keuangan/akuntansi 
ditetapkan secara jelas 
dalam peraturan daerah.

4. Uraian tugas sub bagian 
keuangan/akuntansi sesuai 
dengan fungsi akuntansi.

5. Sub bagian 
keuangan/akuntansi 
memiliki sumber daya 
pendukung operasional 
yang cukup.

6. Pelatihan untuk membantu 
penguasaan dan 
pengembangan keahlian 
dalam tugas dilakukan.

7. SKPD memiliki sumber 
daya manusia yang mampu 
menyusun LKPD sesuai 
Standar Akuntansi.

Skala 

Interval

2. Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi

1. Software aplikasi
2. Proses akuntansi secara 

komputerisasi
3. Software sesuai 

peraturan perundangan
4. Laporan akuntansi dan 

1. Subbagian 
keuangan/akuntansi 
memiliki software aplikasi 
untuk melaksanakan tugas, 
seperti : Microsoft Excel, 
MYOB, dan sebagainya.

Skala 

interval
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manajerial yang 
terintegrasi

5. Pemeliharaan peralatan
6. Perbaikan peralatan

yang rusak/usang
7. Terdapat antivirus

2. Proses akuntansi sejak awal 
transaksi hingga pembuatan 
laporan keuangan dilakukan 
secara komputerisasi.

3. Pengolahan data transaksi 
keuangan menggunakan 
software yang sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan.

4. Laporan akuntansi dan 
manajerial dihasilkan dari 
sistem informasi yang 
terintegrasi.

5. Adanya jadwal 
pemeliharaan peralatan 
secara teratur.

6. Peralatan yang usang/rusak 
didata dan segera diperbaiki 
tepat pada waktunya.

7. Terdapat sistem keamanan 
komputer (antivirus) yang 
diperbarui secara teratur.

3. Sistem 

Pengendalian 

Intern

1.Standard Operating 
Procedure (SOP)

2. Pemisahan wewenang
3. Dokumen dan catatan 

yang memadai
4. Tindakan disiplin atas 

pelanggaran
5. Pembatasan akses
6. Langkah-langkah 

pencegahan kerusakan

1. Penyelenggaraan kegiatan 
pengelolaan anggaran telah 
dibuatkan Standard 
Operating Procedure
(SOP).

2. Adanya pemisahan 
wewenang secara tepat 
untuk melakukan suatu 
kegiatan atau transaksi.

3. Pembuatan dan penggunaan 
dokumen dan catatan yang 
memadai.

4. Terdapat tindakan disiplin 
yang tepat atas 
penyimpangan terhadap 
kebijakan dan prosedur, atau 
pelanggaran terhadap aturan 
perilaku.

5. Pembatasan akses ke 
perangkat lunak sistem 
berdasarkan tanggung jawab 
pekerjaan dan dokumentasi 
atas otorisasi akses.

6. Terdapat langkah-langkah 
pencegahan dan 
minimalisasi potensi 
kerusakan dan terhentinya 
operasi komputer.

Skala 

interval



46

4. Pengawasan 

Keuangan 

Daerah

1.Pemerintahan yang 
bersih dan bebas KKN

2. Evaluasi kegiatan
3. Pencatatan transaksi 

berdasarkan bukti
4. Pencatatan transaksi 

yang tepat waktu
5. Dokumentasi bukti 

transaksi
6. Sistem pengawasan 

pelaksanaan tugas
7. Laporan keuangan 

SKPD sesuai Standar 
Akuntansi Pemerintah

1. Pengawasan dilakukan 
secara efektif dan efisien 
untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih 
dan bebas dari KKN.

2. Evaluasi terhadap 
pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan anggaran 
dilakukan (triwulan, 
semester, tahunan).

3. Setiap kegiatan/transaksi 
keuangan telah dicatat dan 
setiap pencatatan dilakukan 
berdasarkan bukti yang 
cukup.

4. Pencatatan transaksi 
keuangan dilakukan dengan 
tepat waktu dan 
diklasifikasikan dengan 
benar.

5. Bukti-bukti yang digunakan 
sebagai dasar pencatatan 
telah 
diarsipkan/didokumentasika
n dengan baik.

6. Terdapat sistem pengawasan 
terhadap setiap pelaksanaan 
tugas.

7. Laporan keuangan SKPD 
yang terdiri atas laporan 
realisasi anggaran, neraca, 
dan catatan atas laporan 
keuangan disusun 
berdasarkan proses 
akuntansi dan disajikan 
sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintahan, 
serta disusun secara tepat 
waktu.

Skala 

interval

5. Keandalan 1.Transaksi keuangan yang      
jujur dan wajar

2. Neraca
3. Laporan realisasi 

anggaran atau laporan 
perhitungan APBD

4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan 

keuangan
6. Informasi dapat diuji
7. Rekonsiliasi secara 

1. Transaksi keuangan 
disajikan secara jujur dan 
wajar dalam laporan 
keuangan.

2. Neraca disajikan.
3. Laporan realisasi anggaran 

atau laporan perhitungan 
APBD disajikan.

4. Laporan arus kas disajikan.
5. Catatan atas laporan 

keuangan disajikan.

Skala 

interval
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periodik
8. Informasi untuk 

kebutuhan umum

6. Informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan 
dapat diuji.

7. Rekonsiliasi dilakukan 
secara periodik antara 
catatan akuntansi dengan 
catatan bank  atau catatan 
pihak eksternal yang 
membutuhkan konfirmasi 
atau rekonsiliasi.

8. Informasi keuangan 
diarahkan pada kebutuhan 
umum dan tidak berpihak 
pada kebutuhan pihak 
tertentu.

6. Ketepatwaktuan 1. Tersedianya informasi
2. Laporan yang sistematis
3. Penyampaian laporan 

yang teratur dan 
sistematis

1. Informasi segera tersedia
ketika dibutuhkan.

2. Laporan-laporan seperti : 
laporan harian, laporan 
mingguan, laporan bulanan, 
laporan semester, dan 
laporan tahunan sering 
disediakan secara sistematis 
dan teratur.

1. Laporan-laporan berikut 
disampaikan secara 
sistematis dan teratur :
a. Laporan realisasi 

semester pertama
b. Laporan realisasi 

anggaran atau laporan 
perhitungan APBD

c. Neraca
d. Laporan arus kas

3. Catatan atas laporan 
keuangan

Skala 

interval

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Skala 

interval merupakan skala pengukuran yang mempunyai selisih sama antara satu 

pengukuran dengan pengukuran yang lain. Data yang diperoleh dari skala Likert 

adalah berupa data interval, karena skala Likert menggunakan lima angka 

penilaian, yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju, skor 2 untuk 
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pernyataan tidak setuju, skor 3 untuk pernyataan netral, skor 4 untuk pernyataan 

setuju, dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju. 

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan 

keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang dengan 

jumlah 67 SKPD. Pengambilan sampel (sampling method) terhadap responden 

dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang 

akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003 dalam Indriasari, 2008). Adapun kriteria 

responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi 

akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, yang meliputi kepala dan staf sub 

bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada 

responden sebanyak 150 kuesioner, yang didistribusikan langsung oleh peneliti 

kepada responden.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tanpa melalui perantara). Data primer yang diperoleh adalah hasil pengisian 

kuesioner oleh responden, yaitu kepala dan staf sub bagian 

akuntansi/penatausahaan keuangan.
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3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, 

yang akan diberikan kepada responden, yaitu kepala dan staf sub bagian 

akuntansi/penatausahaan keuangan.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan 

perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan 

beberapa alat analisis.

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya butir-butir 

pertanyaan dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Cara mengukur valid tidaknya adalah dengan menghitung korelasi antara 

skor masing-masnig pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2005:39). Pertanyaan 

yang tidak valid harus dikeluarkan dari model kemudian dihitung lagi perhitungan 

korelasinya. Cara menguji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menilai 

convergent validity dan discriminant validity berdasarkan ouput PLS.

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:41). Pengukuran 
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reliabilitas dapat dilakukan dengan one short atau pengukuran sekali saja dan 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukuran korelasi 

antar jawaban pertanyaan. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melihat hasil output PLS, konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang baik jika 

nilai reliabilitasnya di atas 0,70 (Ghozali, 2008).

3.5.2 PLS (Partial Least Square)

Seperti dinyatakan oleh Wold (1985) dalam Ghozali (2008), Partial least 

square merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan banyak 

asumsi, ukuran sampel yang digunakan tidak harus besar, dan data tidak harus 

berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, 

interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). PLS dapat 

digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau tidaknya 

hubungan antar variabel laten. Oleh karena lebih menitikberatkan pada data dan 

dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka mispesifikasi model tidak begitu 

berpengaruh terhadap estimasi parameter. Dibandingkan dengan Covariance 

Based SEM, component based SEM – PLS menghindarkan dua masalah serius, 

yaitu inadmisable solution dan factor indeterminacy (Fornell dan Bookstein, 1982 

dalam Ghozali, 2008). Kelebihan PLS adalah dapat menganalisis sekaligus 

konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif, dan hal 

ini tidak mungkin dijalankan dalam Covariance Based SEM karena akan terjadi 

unidentified model.  

Secara filosofis, perbedaan antara covariance based SEM dengan 

component based PLS terletak pada tujuan penggunaan model persamaan 
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struktural, untuk menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan prediksi 

(Anderson dan Gebing, 1988 dalam Ghozali, 2008). Pada situasi dimana peneliti 

mempunyai dasar teori yang kuat dan pengujian teori atau pengembangan teori 

sebagai tujuan utama riset, maka metode dengan covariance based SEM lebih 

sesuai. Namun untuk tujuan prediksi, pendekatan PLS lebih cocok.

Tahapan analisis dalam penelitian yang menggunakan ini meliputi 

pengujian outer model/ measurement model untuk menspesifikasi hubungan 

antara variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya. Dalam tahap ini 

dilakukan beberapa pengukuran yang meliputi convergent validity dan 

discriminant validity. Tahapan selanjutnya adalah menilai inner model, yang 

dilakukan dengan uji R-square untuk model konstruk. 

3.5.2.1 Model Pengukuran atau Outer Model

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score / component score dengan construct 

score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika 

berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Discriminant 

validity dilakukan dengan membandingkan nilai square root of average extracted

(AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya 

dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada 

nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka 

dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik (Ghozali, 2008:25). 
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3.5.2.2 Model Struktural atau Inner Model

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R square untuk 

konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan 

uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai 

model dengan PLS, dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten 

dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai 

R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen 

tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang 

substantif.
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ABSTRAK


Penelitian ini dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu diantaranya keandalan dan ketepatwaktuan. Faktor-faktor yang diteliti antara lain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah.


Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner sebanyak 110 eksemplar, yang dibagikan kepada responden yang merupakan kepala dan staf bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan PLS (partial least square).


Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.


Kata Kunci : pelaporan keuangan pemerintah daerah, nilai informasi, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern,  pengawasan keuangan daerah, dan PLS (partial least square).



ABSTRACT


The objective of this research is to examine the factors that influence information value of local government financial reporting. Information value refers to reliability and timeliness. The factors that influence reliability and timeliness are human resource quality, information technology utilization, internal control system, and local financial monitoring.


Data collection was done by giving questionnaires to 110 heads and staffs of SKPD’s accounting department in Batang District. The collected data then processed by using PLS (partial least square).


Hypotheses testing results are as follows. First, internal control system has a positive and significant influence on reliability of local government financial reporting while human resource quality, information technology utilization, and internal control system have no influence. Second, human resource quality and information technology utilization have a positive and significant influence on timeliness of local government financial reporting while internal control system has no influence.


Keywords : local government financial reporting, information value, human resource quality, information technology utilization, internal control system, local financial monitoring, and PLS (partial least square).
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance government), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).


Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Rasul, 2003).


Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 


Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. 


Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance government), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.


Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :


a) Manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.


b) Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.


c) Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.


d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :


a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.


b) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.


c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

3) Dapat dibandingkan


Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.


4) Dapat dipahami


Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.


Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.  


Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat kerugian negara pada tahun 2009 sebesar Rp 3,55 triliun akibat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi atas 348 LKPD, terdapat 3.179 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Selain kelemahan SPI, hasil pemeriksaan atas 348 LKPD tahun 2009 juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 4.708 kasus senilai Rp 3,55 triliun sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1  berikut.


Tabel 1.1  Kelompok Temuan Akibat Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2009

		No

		Kelompok Temuan

		Jumlah Kasus

		Nilai (juta Rp)



		1.

		Kerugian Daerah 

		1.246

		   306.637,34



		2.

		Potensi Kerugian Daerah

		277

		2.254.145,97



		3.

		Kekurangan Penerimaan

		905

		   497.789,35



		4.

		Administrasi

		1.785

		-



		5.

		Ketidakhematan/Pemborosan

		155

		71.263,02



		6.

		Ketidakefisienan

		1

		9,82



		7.

		Ketidakefektifan

		339

		420.458,85



		

		Jumlah

		4.708

		3.550.304,38





Sumber : BPK RI


Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2009,  dinyatakan bahwa terhadap 348 LKPD yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 14 entitas, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 259 entitas, opini Tidak Wajar (TW) atas 30 entitas, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 45 entitas. Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2007 sampai tahun 2009 menunjukkan peningkatan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2007, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya kepada 4 entitas, tahun 2008 sebanyak 12 entitas, dan tahun 2009 sebanyak 14 entitas. Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diikuti penurunan proporsi opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kualitas dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. Perkembangan opini LKPD Tahun 2007, 2008, dan 2009 dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2009 


		LKPD

		OPINI

		JUMLAH



		

		WTP

		%

		WDP

		%

		TW

		%

		TMP

		%

		



		Tahun 2007

		4

		1

		283

		60

		59

		13

		123*

		26

		469



		Tahun 2008

		12

		3

		324

		67

		31

		6

		116*

		24

		483



		Tahun 2009

		14

		4

		259

		74

		30

		9

		45

		13

		348**







*) termasuk LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2007 dan 2008




**) jumlah opini yang diberikan sampai dengan semester I Tahun 2009

Selain kualitas LKPD yang belum maksimal, Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan adanya kasus dugaan korupsi. Pada pemeriksaan semester II tahun 2008, ada 11 dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK, 6 diantaranya terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Disamping itu, sekitar 683 objek pemeriksaan yang diperiksa oleh BPK, hampir separuhnya didominasi oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan penyampaian LKPD dari waktu yang telah ditentukan. Terlambatnya LKPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah mengakibatkan BPK mengalami kesulitan dalam mengaudit pengelolaan keuangan daerah. Adapun LKPD yang terlambat berjumlah 191 dari total 469 pemerintah daerah. Dengan demikian, hanya 275 pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD secara tepat waktu.


Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatwaktuan. Mengingat bahwa keandalan dan ketepatwaktuan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).


Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Zetra (2009) yang dilakukan di 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Penelitian lain dilakukan oleh BPK (Nazier, 2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disebabkan oleh : 1) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; 2) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Warisno (2009), yang menemukan bukti bahwa tenaga keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi pada tingkat SKPD di Provinsi Jambi masih kurang, sehingga belum dapat menerapkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Disamping itu, ada indikasi rendahnya kinerja SKPD yang dikarenakan rendahnya kualitas SDM dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah.


Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Kualitas sumber daya manusia yang minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.


Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan multiprocessing (Wahana Komputer, 2003). Namun, pengimplementasian teknologi informasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, apabila teknologi informasi tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara optimal, maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Selain itu, terdapat kendala yang ditemui dalam penerapan teknologi informasi, yaitu yang berkaitan dengan kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. 


Hasil penelitian yang ditemukan oleh Zetra (2009) menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, baik hardware maupun software, bagi aparatur di daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk dapat menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Kendala ini yang mungkin menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum dilaksanakan secara optimal, sehingga hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. 


  Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi (Wikipedia, 2010). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK, salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK menghimbau agar temuan tentang Sistem Pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah. 


Hal terakhir yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (series of actions and on going basis). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (mind set) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.


Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).


Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan jelas.



Perbedaan hasil kedua penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008), peneliti menambah satu faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu pengawasan keuangan daerah. Sehingga, penelitian ini diberi judul : “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini akan dilakukan pada SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang karena dianggap cukup mewakili kriteria yang dipilih. Hal ini terkait dengan hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2010 dan merupakan kabupaten pertama se-Indonesia yang telah menyelesaikan laporan keuangan tahun 2010. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Batang dan pemerintah daerah pada umumnya dalam peningkatan kualitas nilai informasi pelaporan keuangan.  

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?


2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?


3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?


4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian


Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yaitu keandalan dan ketepatwaktuan.


1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi


Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah


Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara terperinci dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I 
Pendahuluan



Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.


BAB II
Telaah Pustaka



Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III

Metode Penelitian



Menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, serta metode analisis data dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan




Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasannya.

BAB V

Penutup




Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.  


BAB II


TELAAH PUSTAKA

2.1.
Landasan Teori


2.1.1
Agency Theory


Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal).


Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan self interest-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunis dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

2.1.2
Akuntabilitas (accountability)



Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adapun fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur, yaitu (1) providing information about decisions and actions taken during the course of operating entity, (2) having the internal parties review the information, and (3) taking corrective actions where necessary. Suatu entitas yang accountable adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas) me-review informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif (Sugijanto, et al (1995:6) dalam Ulum, 2001).


Dalam peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Disamping undang-undang tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada intinya, semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

2.1.3
Transparansi (transparency)


Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.



Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance government). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ini memiliki ciri dengan indikator :                a) tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; b) adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu; c) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; dan d) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan (Dadang, 2006 dalam Insani, 2009). 


Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari publik, dan pemerintah tentunya akan bekerja lebih serius dan disiplin, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah lebih partisipatif dan pro poor, mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal akan semakin kuat sehingga terhindar dari praktik KKN (Zetra, 2009). Disamping itu, dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan maka diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan akan terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government).

2.1.4
Pelaporan Keuangan Pemerintah


Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi.


Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.


Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :


(a) Akuntabilitas


Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.


(b) Manajemen


Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah  untuk kepentingan masyarakat.


(c) Transparansi


Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)


Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. 


2.1.5
Nilai Informasi


Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :


1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :


e) Manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.


f) Manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.


g) Tepat waktu (timeliness). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.


h) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:


a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.


b) Dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.


c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 


3) Dapat dibandingkan


Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami


Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.6
Kualitas Sumber Daya Manusia


Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010). Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.


Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).


2.1.7
Teknologi Informasi


Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masysrakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010).


2.1.8
Keandalan (Reliability) dan Ketepatwaktuan (Timeliness) Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah


Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.


Ketepatwaktuan merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai. Akibatnya, akan berdampak dalam proses pengambilan keputusan. 


2.1.9
Sistem Pengendalian Intern (SPI)



Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.



Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :


1) Pengendalian intern akuntansi


Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2) Pengendalian administratif


Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.


Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan organisasi dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan. Adapun prosedur pengendalian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut.


a. Personel yang kompeten


b. Pelimpahan tanggung jawab


c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait


d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional


Menurut Wilkinson et al. , (2000) dalam Indriasari (2008),  sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (a) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor, (b) pemisahan tugas, (c) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi, (d) pemeriksaan independen atas kinerja, dan (e) penilaian yang tepat atas jumlah yang dicatat.

2.1.10
Pengawasan Keuangan Daerah


Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. 


Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.


Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control).


Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut.


a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.


b. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.


c. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.


d. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.


2.2.
Penelitian Terdahulu



Azhar (2007) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh”, dengan variabel independen antara lain komitmen, sumber daya manusia, perangkat pendukung, serta regulasi, sedangkan variabel dependen adalah keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara simultan komitmen, sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sementara secara parsial, regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.



Tuasikal (2007) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)”. Variabel independen yang digunakan adalah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel dependen adalah kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan adanya peningkatan pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah, maka kinerja satuan kerja pemerintah daerah akan meningkat.



Indriasari (2008) meneliti tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)”. Variabel independen yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.  



Warisno (2009) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi”. Variabel independen yang digunakan adalah kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi, dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Secara parsial, hanya kualitas sumber daya manusia dan komunikasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD, sedangkan sarana pendukung dan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD.



Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)”. Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


2.3
Kerangka Pemikiran

2.3.1
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah



Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Nazier (2009), yang memberikan temuan empiris bahwa 76,77% unit pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010). Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.


Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan : 


H1
:
Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah


H2
:
Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah


2.3.2
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah


Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan : 


H3 
:
Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah


H4 
:
Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah


2.3.3
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah


Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian intern dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :


H5 
:
Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah


2.3.4
Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan tepat waktu. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan terdapat hubungan positif antara pengawasan keuangan daerah dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :


H6 
:
Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah


H7
:
Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2.4
Hipotesis


Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, diidentifikasi variabel independen (X) yang diperkirakan baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan pada kerangka pemikiran berikut.


Model 1
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Model Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi


Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatwaktuan
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BAB III


METODE PENELITIAN


3.1.
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel


3.1.1.
Variabel Penelitian


1. Variabel Dependen


Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


2. Variabel Independen


Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah.


3.1.2 Definisi Operasional Variabel


3.1.2.1
Keandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keandalan yang merupakan variabel dependen adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Sedangkan ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, yang diadaptasi dari Indriasari (2008) yang telah dikembangkan, yang masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, mempunyai skor 1, (2) Tidak Setuju, mempunyai skor 2, (3) Netral, mempunyai skor 3, (4) Setuju, mempunyai skor 4, dan (5) Sangat Setuju, mempunyai skor 5. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. 

3.1.2.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.1.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al. , 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010). Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.


3.1.2.4 Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

3.1.2.5 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.


Adapun penjelasan mengenai dimensi variabel, indikator variabel, dan skala pengukuran  dijelaskan pada tabel 3.1 berikut.


Tabel 3.1


Definisi Operasional Variabel

		No.

		Variabel

		Dimensi

		Indikator

		Skala Pengukuran



		1.

		Kualitas sumber daya manusia

		1. Latar belakang pendidikan


2. Uraian peran dan fungsi


3. Peran dan tanggung jawab


4. Fungsi akuntansi


5. Sumber daya pendukung operasional


6. Pelatihan keahlian dalam tugas


7. SDM yang berkualitas

		1. Sub bagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan minimal D3 akuntansi.


2. Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.


3. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai sub bagian keuangan/akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.


4. Uraian tugas sub bagian keuangan/akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi.


5. Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.


6. Pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.


7. SKPD memiliki sumber daya manusia yang mampu menyusun LKPD sesuai Standar Akuntansi.

		Skala Interval



		2.

		Pemanfaatan Teknologi Informasi

		1. Software aplikasi


2. Proses akuntansi secara komputerisasi


3. Software sesuai peraturan perundangan


4. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi


5. Pemeliharaan peralatan


6. Perbaikan peralatan yang rusak/usang


7. Terdapat antivirus

		1. Subbagian keuangan/akuntansi memiliki software aplikasi untuk melaksanakan tugas, seperti : Microsoft Excel, MYOB, dan sebagainya.


2. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.


3. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


4. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.


5. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.


6. Peralatan yang usang/rusak didata dan segera diperbaiki tepat pada waktunya.


7. Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) yang diperbarui secara teratur.

		Skala interval



		3.

		Sistem Pengendalian Intern

		1. Standard Operating Procedure (SOP)


2.  Pemisahan wewenang


3. Dokumen dan catatan yang memadai


4. Tindakan disiplin atas pelanggaran


5. Pembatasan akses


6. Langkah-langkah pencegahan kerusakan

		1. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan Standard Operating Procedure (SOP).


2. Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.


3. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.


4. Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.


5. Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses.


6. Terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer.

		Skala interval



		4.

		Pengawasan Keuangan Daerah

		1. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN


2. Evaluasi kegiatan


3. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti


4. Pencatatan transaksi yang tepat waktu


5. Dokumentasi bukti transaksi


6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas


7. Laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 

		1. Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.


2. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dilakukan (triwulan, semester, tahunan).


3. Setiap kegiatan/transaksi keuangan telah dicatat dan setiap pencatatan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup.


4. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar.


5. Bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pencatatan telah diarsipkan/didokumentasikan dengan baik.


6. Terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas.


7. Laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta disusun secara tepat waktu.

		Skala interval



		5.

		Keandalan

		1. Transaksi keuangan yang      jujur dan wajar


2. Neraca


3. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD


4. Laporan arus kas


5. Catatan atas laporan keuangan


6. Informasi dapat diuji


7. Rekonsiliasi secara periodik


8. Informasi untuk kebutuhan umum

		1. Transaksi keuangan disajikan secara jujur dan wajar dalam laporan keuangan.


2. Neraca disajikan.


3. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan.


4. Laporan arus kas disajikan.


5. Catatan atas laporan keuangan disajikan.


6. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.


7. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank  atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.


8. Informasi keuangan diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

		Skala interval



		6.

		Ketepatwaktuan

		1. Tersedianya informasi


2. Laporan yang sistematis


3. Penyampaian laporan yang teratur dan sistematis

		1. Informasi segera tersedia ketika dibutuhkan.


2. Laporan-laporan seperti : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan sering disediakan secara sistematis dan teratur.


1. Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur :


a. Laporan realisasi semester pertama


b. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD


c. Neraca


d. Laporan arus kas


3. Catatan atas laporan keuangan

		Skala interval






Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang mempunyai selisih sama antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Data yang diperoleh dari skala Likert adalah berupa data interval, karena skala Likert menggunakan lima angka penilaian, yaitu skor 1 untuk pernyataan sangat tidak setuju, skor 2 untuk pernyataan tidak setuju, skor 3 untuk pernyataan netral, skor 4 untuk pernyataan setuju, dan skor 5 untuk pernyataan sangat setuju. 

3.2.
Populasi dan Sampel


Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang dengan jumlah 67 SKPD. Pengambilan sampel (sampling method) terhadap responden dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003 dalam Indriasari, 2008). Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, yang meliputi kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Jumlah kuesioner yang dikirim kepada responden sebanyak 150 kuesioner, yang didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden.

3.3.
Jenis dan Sumber Data



Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer yang diperoleh adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan.


3.4.
Metode Pengumpulan Data



Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang akan diberikan kepada responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan.


3.5
Metode Analisis


Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan angka-angka dan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis.

3.5.1
Uji Validitas dan Reliabilitas



Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Cara mengukur valid tidaknya adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-masnig pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2005:39). Pertanyaan yang tidak valid harus dikeluarkan dari model kemudian dihitung lagi perhitungan korelasinya. Cara menguji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menilai convergent validity dan discriminant validity berdasarkan ouput PLS.


Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005:41). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan one short atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukuran korelasi antar jawaban pertanyaan. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil output PLS, konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang baik jika nilai reliabilitasnya di atas 0,70 (Ghozali, 2008).

3.5.2
PLS (Partial Least Square)



Seperti dinyatakan oleh Wold (1985) dalam Ghozali (2008), Partial least square merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan banyak asumsi, ukuran sampel yang digunakan tidak harus besar, dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Oleh karena lebih menitikberatkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka mispesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter. Dibandingkan dengan Covariance Based SEM, component based SEM – PLS menghindarkan dua masalah serius, yaitu inadmisable solution dan factor indeterminacy (Fornell dan Bookstein, 1982 dalam Ghozali, 2008). Kelebihan PLS adalah dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam Covariance Based SEM karena akan terjadi unidentified model.  


Secara filosofis, perbedaan antara covariance based SEM dengan component based PLS terletak pada tujuan penggunaan model persamaan struktural, untuk menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan prediksi (Anderson dan Gebing, 1988 dalam Ghozali, 2008). Pada situasi dimana peneliti mempunyai dasar teori yang kuat dan pengujian teori atau pengembangan teori sebagai tujuan utama riset, maka metode dengan covariance based SEM lebih sesuai. Namun untuk tujuan prediksi, pendekatan PLS lebih cocok.


Tahapan analisis dalam penelitian yang menggunakan ini meliputi pengujian outer model/ measurement model untuk menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya. Dalam tahap ini dilakukan beberapa pengukuran yang meliputi convergent validity dan discriminant validity. Tahapan selanjutnya adalah menilai inner model, yang dilakukan dengan uji R-square untuk model konstruk. 


3.5.2.1
Model Pengukuran atau Outer Model


Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score / component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Discriminant validity dilakukan dengan membandingkan nilai square root of average extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik (Ghozali, 2008:25). 


3.5.2.2
Model Struktural atau Inner Model


Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan PLS, dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.5. Deskripsi Objek Penelitian

4.1. 1
Deskripsi Variabel

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner sebanyak 110 kepada responden, yang meliputi kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Dari 110 kuesioner yang dibagikan, diperoleh 105 kuesioner yang kembali (95,45%) dan memenuhi syarat untuk diuji. 


4.1.2
Deskripsi Wilayah Penelitian


Lokasi penelitian dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang, dengan jumlah 11 SKPD, yang terdiri dari 4 badan, 4 dinas, 1 inspektorat, 1 kantor, dan 1 bagian keuangan sekretariat daerah. Adapun SKPD yang dituju dalam penelitian ini disebutkan secara lengkap pada lampiran.


4.1.3
Deskripsi Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data tentang identitas responden penelitian yang terdiri dari : (1) tingkat pendidikan, (2) jabatan responden , dan (3) lama bekerja. Dari 105 kuesioner yang terkumpul, hanya 53 responden yang bersedia melengkapi data identitas responden. Adapun karakteristik responden penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1.


Tabel 4.1 Karakteristik Responden

		Karakteristik

		Jumlah

		Persentase (%)



		Jabatan Responden


· Kepala Badan


· Kepala Dinas


· Kabag


· Kabid


· Kasi


· Kasubag


· Kasubid


· Staf

		1


1


1


2


7


10


5


26

		1.9


1.9


1.9


3.8


13.2


18.9


9.4


49.05



		Pendidikan Terakhir


· SLTA


· Diploma (D3)


· Sarjana (S1)


· Pasca Sarjana (S2)


· Doktoral (S3)

		6


7


35


5


-

		11.3


13.2


66.03


9.4


-



		Lama Bekerja


· Sampai dengan 5 tahun


· 6-10 tahun


· 11-15 tahun


· 16-20 tahun


· ≥ 20 tahun

		8


11


13


6


15

		15.09


20.75


24.52


11.32


28.3





4.2.
Analisis Data


Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode PLS (Partial Least Square). Adapun hasil pengujian dapat diketahui  pada gambar berikut ini.


Gambar 4.1.


Hasil Pengujian PLS


Persamaan 1




4.2.1. Pengujian Model Measurement (Outer Model ) 


Outer model merupakan model yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya atau bisa dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variable latennya (Ghozali, 2008:22). Dalam menilai outer model, dilakukan beberapa pengukuran yang meliputi convergent validity dari model pengukuran refleksif indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antara item score dengan construct score, dan discriminant validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator yang dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Berikut ini adalah output berupa nilai outer loading dari tiap variabel untuk persamaan 1 (pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah).

4.2.1.1
Nilai Convergent Validity Persamaan 1 

Tabel 4.2

Nilai Outer Loading Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		KSDM1


KSDM2


KSDM3


KSDM4


KSDM5


KSDM6


KSDM7 

		0,453


0,743


0,663


0,785


0,671


0,512


0,550

		0,507


0,716


0,636


0,766


0,662


0,481


0,633

		0,183


0,080


0,110


0,055


0,118


0,142


0,126

		2,482


9,267


6,048


14,157


5,674


3,590


4,352





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel kualitas sumber daya manusia, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, hanya indikator KSDM1 yang memiliki nilai loading kurang dari 0,5 (0,453), sehingga indikator tersebut tidak memenuhi convergent validity, sehingga harus dihilangkan (didrop).


Tabel 4.3

Nilai Outer Loading Variabel Pemenfaatan Teknologi Informasi

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		PTI1


PTI2


PTI3


PTI4


PTI5


PTI6


PTI7

		0,547


0,604


0,643


0,715


0,735


0,737


0,726

		0,573


0,628


0,601


0,703


0,736


0,743


0,728

		0,128


0,096


0,155


0,079


0,076


0,070


0,102

		4,258


6,279


4,155


9,055


9,649


10,572


7,126





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang berarti baik dalam mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi.


Tabel 4.4

Nilai Outer Loading Variabel Sistem Pengendalian Intern

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		SPI1


SPI2


SPI3


SPI4


SPI5


SPI6

		0,359


0,783


0,715


0,794


0,732


0,798

		0,312


0,766


0,739


0,781


0,735


0,802

		0,220


0,081


0,110


0,075


0,064


0,050

		1,631


9,687


6,499


10,605


11,369


16,103





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel sistem pengendalian intern, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, hanya indikator SPI1 yang memiliki nilai loading kurang dari 0,5 (0,359), sehingga indikator tersebut tidak memenuhi convergent validity, sehingga harus dihilangkan (didrop).


Tabel 4.5

Nilai Outer Loading Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		PKD1


PKD2


PKD3


PKD4


PKD5


PKD6


PKD7

		0,749


0,736


0,739


0,734


0,668


0,723


0,574

		0,760


0,781


0,731


0,734


0,648


0,729


0,549

		0,076


0,107


0,078


0,068


0,111


0,076


0,130

		9,891


6,901


9,506


10,852


6,004


9,505


4,411





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel pengawasan keuangan daerah, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang artinya baik dalam mengukur variabel pengawasan keuangan daerah.


Tabel 4.6

Nilai Outer Loading Variabel Keandalan

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		KA1


KA2


KA3


KA4


KA5


KA6


KA7


KA8

		0,728


0,789


0,762


0,783


0,761


0,788


0,735


0,741

		0745


0,799


0,782


0,785


0,749


0,776


0,761


0,733

		0,061


0,038


0,063


0,044


0,091


0,062


0,056


0,063

		11,969


20,894


12,178


17,873


8,322


12,726


13,033


11,714





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel keandalan, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang artinya baik dalam mengukur variabel keandalan.


Dari hasil nilai convergent validity diketahui bahwa ada dua indikator yang harus dihilangkan (didrop), yaitu indikator KSDM1 dan SPI1. Adapun hasil model setelah adanya penghilangan dua indikator tersebut adalah sebagai berikut.


Gambar 4.2.


Hasil Pengujian PLS


Persamaan 1 (Setelah Re-estimasi)



4.2.1.1 Nilai Convergent Validity Persamaan 1 (Setelah Re-estimasi)

Tabel 4.7

Nilai Outer Loading Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		KSDM2


KSDM3


KSDM4


KSDM5


KSDM6


KSDM7 

		0,752


0,689


0,803


0,672


0,524


0,522

		0,721


0,661


0,799


0,628


0,438


0,517

		0,078


0,125


0,050


0,136


0,166


0,138

		9,634


5,517


15,921


4,929


3,147


3,782





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel kualitas sumber daya manusia, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang artinya baik dalam mengukur variabel kualitas sumber daya manusia.


Tabel 4.8

Nilai Outer Loading Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		PTI1


PTI2


PTI3


PTI4


PTI5


PTI6


PTI7

		0,547


0,604


0,643


0,715


0,735


0,736


0,726

		0,573


0,622


0,687


0,723


0,738


0,731


0,712

		0,155


0,120


0,110


0,088


0,098


0,071


0,103

		3,543


5,053


5,849


8,106


7,495


10,437


7,057





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang artinya baik dalam mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi.


Tabel 4.9

Nilai Outer Loading Variabel Sistem Pengendalian Intern

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		SPI2


SPI3


SPI4


SPI5


SPI6

		0,783


0,721


0,800


0,741


0,803

		0,766


0,709


0,774


0,729


0,790

		0,075


0,123


0,063


0,047


0,063

		10,394


5,875


12,608


15,756


12,784





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel sistem pengendalian intern, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang artinya baik dalam mengukur variabel sistem pengendalian intern.


Tabel 4.10

Nilai Outer Loading Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		PKD1


PKD2


PKD3


PKD4


PKD5


PKD6


PKD7

		0,749


0,736


0,739


0,734


0,668


0,723


0,574

		0,736


0,752


0,754


0,739


0,653


0,696


0,515

		0,91


0,106


0,058


0,087


0,114


0,078


0,139

		8,279


6.907


12,670


8.474


5,881


9,248


4,136





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel pengawasan keuangan daerah, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang artinya baik dalam mengukur variabel pengawasan keuangan daerah.


Tabel 4.11

Nilai Outer Loading Variabel Keandalan

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		KA1


KA2


KA3


KA4


KA5


KA6


KA7


KA8

		0,728


0,789


0,762


0,782


0,762


0,789


0,734


0,740

		0,692


0,771


0,756


0,775


0,737


0,775


0,709


0,718

		0,069


0,062


0,052


0,048


0,089


0,062


0,081


0,073

		10,529


12,653


14,530


16,228


8,539


12,808


9,076


10,116





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel keandalan, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang artinya baik dalam mengukur variabel keandalan.



Selanjutnya adalah output berupa nilai outer loading dari tiap variabel untuk persamaan 2 (pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah).


Gambar 4.3.


Hasil Pengujian PLS


Persamaan 2

4.2.1.3
Nilai Convergent Validity Persamaan 2


Tabel 4.12

Nilai Outer Loading Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		KSDM2


KSDM3


KSDM4


KSDM5


KSDM6


KSDM7 

		0,739


0,699


0,796


0,682


0,527


0,523

		0,715


0,691


0,759


0,662


0,519


0,552

		0,116


0,093


0,090


0,137


0,172


0,161

		6,369


7,488


8,867


4,980


3,067


3,243





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel kualitas sumber daya manusia, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang artinya baik dalam mengukur variabel kualitas sumber daya manusia.


Tabel 4.13

Nilai Outer Loading Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		PTI1


PTI2


PTI3


PTI4


PTI5


PTI6


PTI7

		0,599


0,568


0,601


0,664


0,756


0,761


0,734

		0,627


0,568


0,624


0,706


0,729


0,738


0,726

		0,102


0,120


0,152


0,092


0,092


0,077


0,071

		5,851


4,471


3,964


7,237


8,219


9,860


10,412





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang artinya baik dalam mengukur variabel pemanfaatan teknologi informasi.


Tabel 4.14

Nilai Outer Loading Variabel PKD

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		PKD1


PKD2


PKD3


PKD4


PKD5


PKD6


PKD7

		0,745


0,725


0,733


0,723


0,678


0,733


0,588

		0,727


0,746


0,718


0,729


0,652


0,702


0,635

		0,095


0,138


0,075


0,088


0,091


0,077


0,111

		7,816


5,251


9,726


8,234


7,491


9,463


5,290





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel PKD, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang artinya baik dalam mengukur variabel pengawasan keuangan daerah.


Tabel 4.15

Nilai Outer Loading Variabel Ketepatwaktuan

		Indikator

		Original Sampel Estimate

		Mean of Sub Sample

		Standard


Deviation

		T-Statistic



		KT1


KT2


KT3 

		0,814


0,830


0,799 

		0,817


0,816


0,786

		0,040


0,054


0,074

		20,121


15,186


10,868





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan hasil outer loading untuk variabel ketepatwaktuan, menunjukkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai loading lebih besar dari 0,5, sehingga indikator-indikator tersebut memenuhi convergent validity, yang artinya baik dalam mengukur variabel ketepatwaktuan.


4.2.1.3 Discriminant Validity

Pengujian discriminant validity dilakukan dengan membandingkan nilai square root of average extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik (Ghozali, 2008:25). Adapun hasil pengujian discriminant validity untuk persamaan 1 dan 2 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.16

Average Variance Extracted (AVE) Persamaan 1

		

		Average Variance Extracted


(AVE)

		Akar AVE



		KSDM


PTI


SPI


PKD

		0,447


0,457


0,594


0,498

		 0,668


0,676


0,771


0,706





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Model memiliki discriminant validity yang baik, jika akar AVE untuk setiap konstruk dalam model lebih tinggi dari korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Berdasarkan tabel 4.22, dapat disimpulkan bahwa semua variabel lebih besar daripada korelasi yang diperoleh dan berarti bahwa konstruk memiliki nilai discriminant validity yang baik.


Tabel 4.17

Average Variance Extracted (AVE) Persamaan 2

		

		Average Variance Extracted


(AVE)

		Akar AVE



		KSDM


PTI


PKD


KT

		0,447


0,453


0,498


0,658

		0,669


0,673


0,706


0,811





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Model memiliki discriminant validity yang baik, jika akar AVE untuk setiap konstruk dalam model lebih tinggi dari korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Diketahui dari perhitungan akar AVE untuk semua variabel lebih besar daripada korelasi yang diperoleh.

4.2.1.4 Uji Composite Reliability


Pengujian Composite reliability dilakukan dengan melihat nilai reliabilitas antara blok indikator dari konstruk yang membentuknya. Berikut adalah tabel hasil output composite reliability dari PLS.

Tabel 4.18

Composite Reliability Persamaan 1

		Konstruk

		Composite Reliability



		KSDM


PTI


SPI


PKD


KA

		0,826


0,853


0,879


0,873


0,917





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Composite reliability adalah baik jika memiliki nilai di atas 0,70. Berdasarkan tabel di atas, nilai composite reliability untuk masing-masing variabel sudah memiliki nilai composite reliability lebih besar dari 0,70. Dengan demikian model dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria composite reliability.

Tabel 4.19

Composite Reliability Persamaan 2

		Konstruk

		Composite Reliability



		KSDM


PTI


PKD


KT

		0,836


0,851


0,873


0,852 





Sumber : data primer yang diolah

Composite reliability adalah baik jika nilainya diatas 0,70. Berdasarkan tabel di atas tampak terlihat nilai composite reliability untuk masing-masing variabel sudah memiliki nilai composite reliability lebih besar dari 0,70. Dengan demikian model dalam penelitian ini telah memenuhi composite reliability.


4.2.2 Pengujian Inner Model atau Model Struktural


Berdasarkan pengolahan data dengan PLS, dihasilkan nilai koefisien determinasi (R-square) sebagai berikut.

Tabel 4.20

Nilai R-square Persamaan 1

		Konstruk

		R-Square



		KA

		0,821 





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai R-square untuk variabel keandalan adalah sebesar 0,821, yang berarti bahwa variabilitas konstruk keandalan dijelaskan oleh konstruk kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah sebesar 82,1%, sedangkan sisanya sebesar 17,9% dijelas oleh konstruk-kontruk yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.


Tabel 4.21

Nilai R-square Model Persamaan 2

		Konstruk

		R-Square



		KT

		0,682 





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Berdasarkan tabel diketahui bahwa R-square untuk variabel ketepatwaktuan adalah sebesar 0,682, yang berarti bahwa variabilitas konstruk ketepatwaktuan dijelaskan oleh konstruk kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah sebesar 68,2%, sedangkan sisanya sebesar 31,8% dijelas oleh konstruk-kontruk yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.2.3.
Pengujian Hipotesis


Pengujian hipotesis dan hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil Inner Weight berikut.

Tabel 4.22

Hasil Inner Weight


		

		Original


sample


estimate

		mean of


sub


samples

		Standard


deviation




		T-Statistic

		Keterangan



		KSDM 
( 
KA


PTI
( 
KA


SPI
( 
KA


PKD
( 
KA 

		0,213


0,153


0,441


0,191

		0,181


0,103


0,458


0,258

		0,142


0,173


0,175


0,115

		1,503


0,883


2,520


1,657

		Tidak Signifikan


Tidak Signifikan


Signifikan


Tidak Signifikan 



		KSDM 
( 
KT


PTI
( 
KT


PKD
( 
KT 

		0,417


0,316


0,169

		0,402


0,315


0,203

		 0,169


0,149


0,136

		 2,463


2,125


1,246

		Signifikan


Signifikan


Tidak Signifikan 





Sumber : data primer yang diolah, 2011


Hipotesis 1 : 
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan estimasi inner weight pada pengaruh langsung kualitas sumber daya manusia menunjukkan nilai t-statistic sebesar 1,503, dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tabel 1,984 untuk uji dua arah dengan tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung < t tabel, yaitu 1,503 < 1,984. Hal ini berarti bahwa Ho diterima dan H1 ditolak, dengan demikian variabel kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


Hipotesis 2 : 
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan estimasi inner weight pada pengaruh langsung kualitas sumber daya manusia menunjukkan nilai t-statistic sebesar 2,463, dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,984 untuk uji dua arah dengan tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung > t tabel, yaitu 2,463 > 1,984. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan H5 diterima, dengan demikian variabel kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh langsung terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 


Hipotesis 3 : 
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan estimasi inner weight pada pengaruh langsung pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai t-statistic sebesar 0,833, dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tabel 1,984 untuk uji dua arah dengan tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung < t tabel, yaitu 0,833 < 1,984. Hal ini berarti bahwa Ho diterima dan H2 ditolak, dengan demikian variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


Hipotesis 4 : 
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan estimasi inner weight pada pengaruh langsung pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai t-statistic sebesar 2,125, dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,984 untuk uji dua arah dengan tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung > t tabel, yaitu 2,463 > 1,984. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan H6 diterima, dengan demikian variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh langsung terhadap ketepatwakuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 


Hipotesis 5 : 
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan estimasi inner weight pada pengaruh langsung sistem pengendalian intern menunjukkan nilai t-statistic sebesar 2,520, dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,984 untuk uji dua arah dengan tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung > t tabel, yaitu 2,520 > 1,984. Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan H3 diterima, dengan demikian variabel sistem pengendalian intern memiliki pengaruh langsung terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


Hipotesis 6 : 
Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan estimasi inner weight pada pengaruh langsung pengawasan keuangan daerah menunjukkan nilai t-statistic sebesar 1,657, dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tabel 1,984 untuk uji dua arah dengan tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung < t tabel, yaitu 1,657 < 1,984. Hal ini berarti bahwa Ho diterima dan H4 ditolak, dengan demikian variabel pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


Hipotesis 7 : 
Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Dari hasil perhitungan estimasi inner weight pada pengaruh langsung pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai t-statistic sebesar 1,246, dimana nilai tersebut lebih kecil dari t tabel 1,984 untuk uji dua arah dengan tingkat signifikansi 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung < t tabel, yaitu 1,246 < 1,984. Hal ini berarti bahwa Ho diterima dan H7 ditolak, dengan demikian variabel pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


4.2 Interpretasi Hasil


Hasil analisis pada tabel 4.22 di atas menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikasn. Selanjutnya hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 

4.2.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.


Hasil pengujian hipotesis H1 menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 1,503 < t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008). Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan kondisi sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang belum mendukung. Sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang belum mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, satuan kerja yang ada hanya memiliki sedikit pegawai akuntansi. Sedangkan dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan tidak memiliki latar pendidikan akuntansi, hal ini terlihat dari data demografi responden. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi. Namun secara praktik kondisinya berbeda. Karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada yang diberdayakan. Kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

4.2.2 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.


Hasil pengujian hipotesis H2 menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 2,463 > t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008). Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan dapat menyelesaikannya dengan cepat. Sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat dibuat dengan tepat waktu.

4.2.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.


Hasil pengujian hipotesis H3 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 0,833 < t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) dan Winidyaningrum (2010). Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, dan pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang handal.


4.2.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.


Hasil pengujian hipotesis H4 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 2,125 > t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis keempat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) dan Winidyaningrum (2010), serta mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi, keakurasian dalam perhitungan, serta menghasilkan output lainnya lebih tepat waktu.

4.2.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.


Hasil pengujian hipotesis H5 menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 2,520 > t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis kelima diterima. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

4.2.6 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.


Hasil pengujian hipotesis H6 menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 1,657 < t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis keenam ditolak. Pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi, akan menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan tolok ukur/standar yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan juga sebagai tindakan korektif, apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diatasi, namun hal ini tidak memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemeritah daerah.

4.2.7 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.


Hasil pengujian hipotesis H7 menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada besarnya t statistic 1,246 < t tabel 1,984, yang berarti bahwa hipotesis ketujuh ditolak. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Meskipun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dinyatakan bahwa  Kabupaten Batang merupakan Kabupaten pertama se-Indonesia yang telah menyelesaikan laporan keuangan pada tahun 2010, namun ketepatwaktuan ini bukan disebabkan adanya faktor pengawasan keuangan daerah, atau dengan kata lain, pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 


BAB V


PENUTUP


5.1 Simpulan


Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu :

1.   Instrumen dan daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar dikembangkan sendiri oleh peneliti, selebihnya mengadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Desi Indriasari (2008) dan Peraturan Pemerintah. Peneliti berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan telah melakukan beberapa kali perbaikan namun tetap memiliki kelemahan-kelemahan.


2.   Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden. 

5.3 Saran

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern. Sedangkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar atau bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya sistem pengendalian intern yang memadai, diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan menjadi andal dan tepat waktu. Kontribusi lainnya adalah bahwa temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, misalnya dua nilai informasi lain yang belum diteliti, yaitu dapat dibandingkan dan dapat dipahami atau dengan menambah variabel independen yang lain.


Adapun beberapa saran untuk peneliti selanjutnya adalah :


1. Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi metoda survei, misalnya dengan wawancara agar informasi yang didapat dari responden lebih lengkap.


2. Memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini atau menggunakan kuesioner yang tingkat validitas dan reliabilitasnya lebih tinggi.


DAFTAR PUSTAKA

Azhar. 2007. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh”. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.


Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi Kelima. 


Bagjana, Indra Firmansyah. 2010. Membangun Transparansi Keuangan Daerah. akuntansipemerintahan.wordpress.com. 


Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta : Indeks.


Ghozali, Imam. 2008. Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.


Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government. Norwalk.


Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. SNA XI. Pontianak.

Insani, Istyadi. 2010. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. www.docstoc.com.


Kharis, Abdul. 2010. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Avia Avian”. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur.


Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.


Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.


Muawanah, Umi, dkk. 2008. Konsep Dasar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Jilid 3. Jakarta : Depdiknas.




Rasul, Sjahruddin, Dr, S.H. 2003.  Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia.

Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. 2009. BPK Serahkan 11 Kasus Dugaan Korupsi ke KPK. www.bpk.go.id.


-------------------, Badan Pemeriksa Keuangan. 2010. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010. www.bpk.go.id.


-------------------, Badan Pemeriksa Keuangan. 2010. BPK Serahkan IHPS I Tahun 2010 ke DPD. www.bpk.go.id.


-------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.


-------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.


-------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perencanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

-------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011.


-------------------, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.


-------------------, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


Safitri, Ratna Amalia. 2009. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kabupaten Semarang)”. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.


Sukhemi. 2010. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Yogyakarta : AKMENIKA UPY.


Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan). http://www3.hafiz-konsultan.com. 


Tuasikal, A. 2007. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol.08, No.01.


Ulum, Ihyaul. 2001. Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Daerah. Malang : Bulletin CITRA.


Umar, Husein, 2000, Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa, Jakarta : Ghalia Indonesia.


Uyanto, Stanislaus. 2009. Pedoman Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer. Yogyakarta : ANDI.


Waraswati, Dwi Ayu. 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Auditor terhadap Creative Accounting”. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.


Warisno. 2009. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi”. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.


Wikipedia. 2010. Pengendalian Intern. id.wikipedia.org.


Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.


Winidyaningrum, Celviana. 2010. “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)”. SNA XIII. Purwokerto.


Yosa. 2010. Pengertian Pengawasan. www.itjenkemdagri.go.id

Zetra, Aidinil. 2009. “Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemda dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Seminar Nasional BPK.

DAFTAR PERTANYAAN


I. Identitas Responden


Nama Instansi

: ……………………………

Nama Responden

: ……………….……….......   (Jika tidak keberatan)


Jabatan

: …………………………...    (Jika tidak keberatan)


Lama Menjabat

: ……………………………

Pendidikan Terakhir

: 
SLTA / sederajat





Diploma (D3)





Sarjana (S1)





Pasca Sarjana (S2)





Doktoral (S3)


Lama Bekerja

:
sampai dengan 5 tahun





6-10 tahun





11-15 tahun





16-20 tahun





≥ 20 tahun

II. Kualitas Sumber Daya Manusia 



Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan jawaban yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan skor yang tersedia dengan memberi tanda silang (X). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban adalah sebagai berikut :



STS (Sangat Tidak Setuju)
=
1



TS (Tidak Setuju)
=
2



N (Netral)

=
3



S (Setuju)

=
4



SS (Sangat Setuju)
=
5




		Pernyataan

		STS

		TS

		N

		S

		SS



		1. Subbagian keuangan/akuntansi Anda merupakan lulusan minimal D3 akuntansi.

		

		

		

		

		



		2. Subbagian keuangan/akuntansi harus memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.

		

		

		

		

		



		3. Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan/akuntansi Anda ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.

		

		

		

		

		



		4. Uraian tugas subbagian keuangan/akuntansi Anda sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.

		

		

		

		

		



		5. Subbagian keuangan/akuntansi Anda memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.

		

		

		

		

		



		6. Pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas dilakukan.

		

		

		

		

		



		7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

		

		

		

		

		





III. Pemanfaatan Teknologi Informasi

		Pernyataan

		STS

		TS

		N

		S

		SS



		1. Subbagian keuangan/akuntansi harus memiliki software aplikasi untuk melaksanakan tugas, seperti : Microsoft Excel, MYOB, dan sebagainya. 

		

		

		

		

		



		2. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.

		

		

		

		

		



		3. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

		

		

		

		

		



		4. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.

		

		

		

		

		



		5. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.

		

		

		

		

		



		6. Peralatan yang usang/rusak didata dan segera diperbaiki tepat pada waktunya.

		

		

		

		

		



		7. Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) yang diperbarui secara teratur. 

		

		

		

		

		





IV. Sistem Pengendalian Intern


		Pernyataan

		STS

		TS

		N

		S

		SS



		1. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan anggaran telah dibuatkan Standard Operating Procedure (SOP).

		

		

		

		

		



		2. Adanya pemisahan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.

		

		

		

		

		



		3. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.

		

		

		

		

		



		4. Terdapat tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

		

		

		

		

		



		5. Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses.

		

		

		

		

		



		6. Terdapat langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer.

		

		

		

		

		





V. Pengawasan Keuangan Daerah


		Pernyataan

		STS

		TS

		N

		S

		SS



		1. Pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

		

		

		

		

		



		2. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dilakukan (triwulan, semester, tahunan).

		

		

		

		

		



		3. Setiap kegiatan/transaksi keuangan telah dicatat dan setiap pencatatan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup.

		

		

		

		

		



		4. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan tepat waktu dan diklasifikasikan dengan benar.

		

		

		

		

		



		5. Bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pencatatan telah diarsipkan/didokumentasikan dengan baik, sehingga mudah ditemukan bila diperlukan.

		

		

		

		

		



		6. Terdapat sistem pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas.

		

		

		

		

		



		7. Laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta disusun secara tepat waktu.

		

		

		

		

		





VI. Nilai Informasi


a. Keandalan


		Pernyataan

		STS

		TS

		N

		S

		SS



		1. Transaksi keuangan disajikan secara jujur dan wajar dalam laporan keuangan.

		

		

		

		

		



		2. Neraca disajikan.

		

		

		

		

		



		3. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan.

		

		

		

		

		



		4. Laporan arus kas disajikan.

		

		

		

		

		



		5. Catatan atas laporan keuangan disajikan.

		

		

		

		

		



		6. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.

		

		

		

		

		



		7. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank  atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi. 

		

		

		

		

		



		8. Informasi keuangan diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

		

		

		

		

		





b. Ketepatwaktuan

		Pernyataan

		STS

		TS

		N

		S

		SS



		1. Informasi segera tersedia ketika dibutuhkan.

		

		

		

		

		



		2. Laporan-laporan seperti : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan sering disediakan secara sistematis dan teratur.

		

		

		

		

		



		3. Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur :


a. Laporan realisasi semester pertama


b. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD


c. Neraca


d. Laporan arus kas


e. Catatan atas laporan keuangan

		

		

		

		

		





SmartPLS report (Persamaan 1)



Results for Inner Weights

		 

		original sample estimate

		mean of subsamples

		Standard deviation

		T-Statistic



		KSDM -> KA

		0,226

		0,160

		0,118

		1,916



		PTI -> KA

		0,143

		0,160

		0,184

		0,778



		SPI -> KA

		0,439

		0,466

		0,206

		2,130



		PKD -> KA

		0,186

		0,208

		0,116

		1,610







Results for Outer Loadings

		 

		original sample estimate

		mean of subsamples

		Standard deviation

		T-Statistic



		KSDM

		 

		 

		 

		 



		KSDM1

		0,453

		0,507

		0,183

		2,482



		KSDM2

		0,743

		0,716

		0,080

		9,267



		KSDM3

		0,663

		0,636

		0,110

		6,048



		KSDM4

		0,785

		0,766

		0,055

		14,157



		KSDM5

		0,671

		0,662

		0,118

		5,674



		KSDM6

		0,512

		0,481

		0,142

		3,590



		KSDM7

		0,550

		0,633

		0,126

		4,352



		PTI

		 

		 

		 

		 



		PTI1

		0,547

		0,573

		0,128

		4,258



		PTI2

		0,604

		0,628

		0,096

		6,279



		PTI3

		0,643

		0,601

		0,155

		4,155



		PTI4

		0,715

		0,703

		0,079

		9,055



		PTI5

		0,735

		0,736

		0,076

		9,649



		PTI6

		0,737

		0,743

		0,070

		10,572



		PTI7

		0,726

		0,728

		0,102

		7,126



		SPI

		 

		 

		 

		 



		SPI1

		0,359

		0,312

		0,220

		1,631



		SPI2

		0,783

		0,766

		0,081

		9,687



		SPI3

		0,715

		0,739

		0,110

		6,499



		SPI4

		0,794

		0,781

		0,075

		10,605



		SPI5

		0,732

		0,735

		0,064

		11,369



		SPI6

		0,798

		0,802

		0,050

		16,103



		PKD

		 

		 

		 

		 



		PKD1

		0,749

		0,760

		0,076

		9,891



		PKD2

		0,736

		0,781

		0,107

		6,901



		PKD3

		0,739

		0,731

		0,078

		9,506



		PKD4

		0,734

		0,734

		0,068

		10,852



		PKD5

		0,668

		0,648

		0,111

		6,004



		PKD6

		0,723

		0,729

		0,076

		9,505



		PKD7

		0,574

		0,549

		0,130

		4,411



		KA

		 

		 

		 

		 



		KA1

		0,728

		0,745

		0,061

		11,969



		KA2

		0,789

		0,799

		0,038

		20,894



		KA3

		0,762

		0,782

		0,063

		12,178



		KA4

		0,783

		0,785

		0,044

		17,873



		KA5

		0,761

		0,749

		0,091

		8,322



		KA6

		0,788

		0,776

		0,062

		12,726



		KA7

		0,735

		0,761

		0,056

		13,033



		KA8

		0,741

		0,733

		0,063

		11,714





Results for Outer Weights

		 

		original sample estimate

		mean of subsamples

		Standard deviation

		T-Statistic



		KSDM

		 

		 

		 

		 



		KSDM1

		0,157

		0,162

		0,060

		2,618



		KSDM2

		0,277

		0,268

		0,045

		6,130



		KSDM3

		0,233

		0,221

		0,033

		7,053



		KSDM4

		0,282

		0,269

		0,033

		8,554



		KSDM5

		0,240

		0,224

		0,038

		6,359



		KSDM6

		0,156

		0,142

		0,040

		3,888



		KSDM7

		0,193

		0,218

		0,050

		3,871



		PTI

		 

		 

		 

		 



		PTI1

		0,187

		0,191

		0,044

		4,237



		PTI2

		0,170

		0,179

		0,042

		4,012



		PTI3

		0,211

		0,188

		0,057

		3,726



		PTI4

		0,244

		0,227

		0,033

		7,413



		PTI5

		0,232

		0,227

		0,040

		5,768



		PTI6

		0,193

		0,195

		0,047

		4,096



		PTI7

		0,238

		0,236

		0,038

		6,264



		SPI

		 

		 

		 

		 



		SPI1

		0,121

		0,112

		0,062

		1,939



		SPI2

		0,253

		0,249

		0,033

		7,708



		SPI3

		0,216

		0,222

		0,039

		5,594



		SPI4

		0,276

		0,268

		0,033

		8,390



		SPI5

		0,246

		0,244

		0,026

		9,344



		SPI6

		0,258

		0,252

		0,026

		9,726



		PKD

		 

		 

		 

		 



		PKD1

		0,207

		0,207

		0,039

		5,256



		PKD2

		0,222

		0,235

		0,038

		5,764



		PKD3

		0,199

		0,192

		0,031

		6,507



		PKD4

		0,214

		0,207

		0,040

		5,320



		PKD5

		0,161

		0,155

		0,035

		4,596



		PKD6

		0,245

		0,232

		0,028

		8,851



		PKD7

		0,163

		0,152

		0,036

		4,572



		KA

		 

		 

		 

		 



		KA1

		0,149

		0,149

		0,014

		11,031



		KA2

		0,170

		0,169

		0,015

		11,365



		KA3

		0,159

		0,162

		0,015

		10,337



		KA4

		0,172

		0,172

		0,015

		11,708



		KA5

		0,163

		0,157

		0,020

		8,101



		KA6

		0,182

		0,180

		0,013

		14,089



		KA7

		0,160

		0,161

		0,013

		12,044



		KA8

		0,156

		0,151

		0,021

		7,298





SmartPLS report (Persamaan 1 Setelah Re-estimasi)


Results for Inner Weights

		 

		original sample estimate

		mean of subsamples

		Standard deviation

		T-Statistic



		KSDM -> KA

		0,213

		0,181

		0,142

		1,503



		PTI -> KA

		0,153

		0,103

		0,173

		0,883



		SPI -> KA

		0,441

		0,458

		0,175

		2,520



		PKD -> KA

		0,191

		0,258

		0,115

		1,657





Results for Outer Loadings

		 

		original sample estimate

		mean of subsamples

		Standard deviation

		T-Statistic



		KSDM

		 

		 

		 

		 



		KSDM2

		0,752

		0,721

		0,078

		9,634



		KSDM3

		0,689

		0,661

		0,125

		5,517



		KSDM4

		0,803

		0,799

		0,050

		15,921



		KSDM5

		0,672

		0,628

		0,136

		4,929



		KSDM6

		0,524

		0,438

		0,166

		3,147



		KSDM7

		0,522

		0,517

		0,138

		3,782



		PTI

		 

		 

		 

		 



		PTI1

		0,547

		0,529

		0,155

		3,534



		PTI2

		0,604

		0,622

		0,120

		5,053



		PTI3

		0,643

		0,687

		0,110

		5,849



		PTI4

		0,715

		0,723

		0,088

		8,106



		PTI5

		0,735

		0,738

		0,098

		7,495



		PTI6

		0,736

		0,731

		0,071

		10,437



		PTI7

		0,726

		0,712

		0,103

		7,057



		SPI

		 

		 

		 

		 



		SPI2

		0,783

		0,766

		0,075

		10,394



		SPI3

		0,721

		0,709

		0,123

		5,875



		SPI4

		0,800

		0,774

		0,063

		12,608



		SPI5

		0,741

		0,729

		0,047

		15,756



		SPI6

		0,803

		0,790

		0,063

		12,784



		PKD

		 

		 

		 

		 



		PKD1

		0,749

		0,736

		0,091

		8,279



		PKD2

		0,736

		0,752

		0,106

		6,907



		PKD3

		0,739

		0,754

		0,058

		12,670



		PKD4

		0,734

		0,739

		0,087

		8,474



		PKD5

		0,668

		0,653

		0,114

		5,881



		PKD6

		0,722

		0,696

		0,078

		9,248



		PKD7

		0,574

		0,515

		0,139

		4,136



		KA

		 

		 

		 

		 



		KA1

		0,728

		0,692

		0,069

		10,529



		KA2

		0,789

		0,771

		0,062

		12,653



		KA3

		0,762

		0,756

		0,052

		14,530



		KA4

		0,782

		0,775

		0,048

		16,228



		KA5

		0,762

		0,737

		0,089

		8,539



		KA6

		0,789

		0,775

		0,062

		12,808



		KA7

		0,734

		0,709

		0,081

		9,076



		KA8

		0,740

		0,718

		0,073

		10,116





Results for Outer Weights

		 

		original sample estimate

		mean of subsamples

		Standard deviation

		T-Statistic



		KSDM

		 

		 

		 

		 



		KSDM2

		0,295

		0,305

		0,061

		4,843



		KSDM3

		0,248

		0,258

		0,053

		4,661



		KSDM4

		0,300

		0,320

		0,047

		6,371



		KSDM5

		0,255

		0,259

		0,050

		5,078



		KSDM6

		0,166

		0,139

		0,046

		3,616



		KSDM7

		0,205

		0,213

		0,060

		3,406



		PTI

		 

		 

		 

		 



		PTI1

		0,187

		0,190

		0,048

		3,914



		PTI2

		0,170

		0,169

		0,063

		2,715



		PTI3

		0,211

		0,213

		0,052

		4,046



		PTI4

		0,244

		0,241

		0,037

		6,666



		PTI5

		0,232

		0,224

		0,042

		5,503



		PTI6

		0,193

		0,176

		0,026

		7,391



		PTI7

		0,238

		0,223

		0,038

		6,311



		SPI

		 

		 

		 

		 



		SPI2

		0,263

		0,265

		0,027

		9,617



		SPI3

		0,224

		0,231

		0,045

		4,958



		SPI4

		0,286

		0,284

		0,032

		9,023



		SPI5

		0,255

		0,260

		0,030

		8,540



		SPI6

		0,267

		0,275

		0,031

		8,515



		PKD

		 

		 

		 

		 



		PKD1

		0,207

		0,201

		0,046

		4,474



		PKD2

		0,222

		0,228

		0,047

		4,730



		PKD3

		0,199

		0,200

		0,032

		6,161



		PKD4

		0,214

		0,224

		0,042

		5,121



		PKD5

		0,161

		0,160

		0,041

		3,909



		PKD6

		0,245

		0,241

		0,038

		6,501



		PKD7

		0,163

		0,145

		0,038

		4,234



		KA

		 

		 

		 

		 



		KA1

		0,149

		0,149

		0,015

		9,753



		KA2

		0,170

		0,176

		0,014

		12,423



		KA3

		0,160

		0,167

		0,018

		9,071



		KA4

		0,171

		0,178

		0,018

		9,287



		KA5

		0,165

		0,168

		0,021

		7,992



		KA6

		0,183

		0,191

		0,016

		11,386



		KA7

		0,158

		0,157

		0,016

		10,189



		KA8

		0,156

		0,155

		0,017

		9,231





R-square


		 

		R-square



		KSDM

		 



		PTI

		 



		SPI

		 



		PKD

		 



		KA

		0,821






Composite Reliability


		 

		Composite Reliability



		KSDM

		0,826



		PTI

		0,853



		SPI

		0,879



		PKD

		0,873



		KA

		0,917






Average Variance Extracted (AVE)

		 

		Average variance extracted (AVE)



		KSDM

		0,447



		PTI

		0,457



		SPI

		0,593



		PKD

		0,498



		KA

		0,579





Cross Loadings

		 

		KSDM

		PTI

		SPI

		PKD



		KA1

		0,567

		0,620

		0,804

		0,479



		KA2

		0,534

		0,619

		0,589

		0,492



		KA3

		0,527

		0,567

		0,559

		0,508



		KA4

		0,684

		0,816

		0,884

		0,649



		KA5

		0,572

		0,807

		0,714

		0,517



		KA6

		0,680

		0,693

		0,778

		0,606



		KA7

		0,631

		0,538

		0,805

		0,522



		KA8

		0,515

		0,539

		0,732

		0,381



		KSDM2

		0,752

		0,563

		0,549

		0,543



		KSDM3

		0,689

		0,578

		0,589

		0,495



		KSDM4

		0,803

		0,662

		0,752

		0,630



		KSDM5

		0,672

		0,581

		0,733

		0,438



		KSDM6

		0,524

		0,332

		0,390

		0,321



		KSDM7

		0,522

		0,420

		0,486

		0,311



		PKD1

		0,456

		0,489

		0,467

		0,749



		PKD2

		0,589

		0,579

		0,600

		0,736



		PKD3

		0,493

		0,404

		0,440

		0,739



		PKD4

		0,446

		0,497

		0,558

		0,734



		PKD5

		0,402

		0,476

		0,394

		0,668



		PKD6

		0,619

		0,706

		0,707

		0,722



		PKD7

		0,479

		0,459

		0,461

		0,574



		PTI1

		0,447

		0,547

		0,388

		0,461



		PTI2

		0,435

		0,604

		0,410

		0,382



		PTI3

		0,454

		0,643

		0,521

		0,401



		PTI4

		0,521

		0,715

		0,554

		0,436



		PTI5

		0,526

		0,735

		0,693

		0,441



		PTI6

		0,413

		0,736

		0,592

		0,374



		PTI7

		0,403

		0,726

		0,589

		0,426



		SPI2

		0,648

		0,704

		0,783

		0,552



		SPI3

		0,480

		0,558

		0,721

		0,404



		SPI4

		0,576

		0,582

		0,800

		0,421



		SPI5

		0,519

		0,578

		0,741

		0,479



		SPI6

		0,580

		0,561

		0,803

		0,492





SmartPLS report (Persamaan 2)


Results for Inner Weights

		 

		original sample estimate

		mean of subsamples

		Standard deviation

		T-Statistic



		KSDM -> KT

		0,417

		0,402

		0,169

		2,463



		PTI -> KT

		0,316

		0,315

		0,149

		2,125



		PKD -> KT

		0,169

		0,203

		0,136

		1,246






Results for Outer Loadings

		 

		original sample estimate

		mean of subsamples

		Standard deviation

		T-Statistic



		KSDM

		 

		 

		 

		 



		KSDM2

		0,739

		0,715

		0,116

		6,369



		KSDM3

		0,699

		0,691

		0,093

		7,488



		KSDM4

		0,796

		0,759

		0,090

		8,867



		KSDM5

		0,682

		0,662

		0,137

		4,980



		KSDM6

		0,527

		0,519

		0,172

		3,067



		KSDM7

		0,523

		0,552

		0,161

		3,243



		PTI

		 

		 

		 

		 



		PTI1

		0,599

		0,627

		0,102

		5,851



		PTI2

		0,568

		0,568

		0,120

		4,741



		PTI3

		0,601

		0,624

		0,152

		3,964



		PTI4

		0,664

		0,706

		0,092

		7,237



		PTI5

		0,756

		0,729

		0,092

		8,219



		PTI6

		0,761

		0,738

		0,077

		9,860



		PTI7

		0,734

		0,726

		0,071

		10,412



		KT

		 

		 

		 

		 



		KT1

		0,814

		0,817

		0,040

		20,121



		KT2

		0,820

		0,816

		0,054

		15,186



		KT3

		0,799

		0,786

		0,074

		10,868



		PKD

		 

		 

		 

		 



		PKD1

		0,745

		0,727

		0,095

		7,816



		PKD2

		0,725

		0,746

		0,138

		5,251



		PKD3

		0,733

		0,718

		0,075

		9,726



		PKD4

		0,723

		0,729

		0,088

		8,234



		PKD5

		0,678

		0,652

		0,091

		7,491



		PKD6

		0,733

		0,702

		0,077

		9,463



		PKD7

		0,588

		0,635

		0,111

		5,290






Results for Outer Weights

		 

		original sample estimate

		mean of subsamples

		Standard deviation

		T-Statistic



		KSDM

		 

		 

		 

		 



		KSDM2

		0,273

		0,273

		0,053

		5,117



		KSDM3

		0,268

		0,280

		0,057

		4,706



		KSDM4

		0,286

		0,272

		0,052

		5,553



		KSDM5

		0,272

		0,253

		0,058

		4,673



		KSDM6

		0,175

		0,172

		0,058

		3,021



		KSDM7

		0,201

		0,218

		0,050

		4,007



		PTI

		 

		 

		 

		 



		PTI1

		0,267

		0,258

		0,048

		5,532



		PTI2

		0,131

		0,133

		0,049

		2,686



		PTI3

		0,179

		0,191

		0,068

		2,655



		PTI4

		0,174

		0,181

		0,052

		3,327



		PTI5

		0,264

		0,243

		0,046

		5,706



		PTI6

		0,229

		0,216

		0,035

		6,584



		PTI7

		0,229

		0,219

		0,026

		8,856



		KT

		 

		 

		 

		 



		KT1

		0,417

		0,429

		0,044

		9,577



		KT2

		0,402

		0,404

		0,036

		11,102



		KT3

		0,415

		0,403

		0,054

		7,700



		PKD

		 

		 

		 

		 



		PKD1

		0,206

		0,202

		0,039

		5,212



		PKD2

		0,207

		0,221

		0,055

		3,769



		PKD3

		0,194

		0,187

		0,035

		5,560



		PKD4

		0,186

		0,179

		0,034

		5,392



		PKD5

		0,185

		0,171

		0,030

		6,149



		PKD6

		0,258

		0,242

		0,042

		6,097



		PKD7

		0,179

		0,196

		0,048

		3,712





R-square

		 

		R-square



		KSDM

		 



		PTI

		 



		KT

		0,682



		PKD

		 





Composite Reliability

		 

		Composite Reliability



		KSDM

		0,826



		PTI

		0,851



		KT

		0,852



		PKD

		0,873







Average Variance Extracted (AVE)

		 

		Average variance extracted (AVE)



		KSDM

		0,447



		PTI

		0,453



		KT

		0,658



		PKD

		0,498






Cross Loadings

		 

		KSDM

		PTI

		KT

		PKD



		KSDM2

		0,739

		0,466

		0,495

		0,612



		KSDM3

		0,699

		0,474

		0,558

		0,566



		KSDM4

		0,796

		0,550

		0,601

		0,718



		KSDM5

		0,682

		0,492

		0,561

		0,507



		KSDM6

		0,527

		0,279

		0,297

		0,366



		KSDM7

		0,523

		0,366

		0,374

		0,351



		KT1

		0,684

		0,479

		0,814

		0,565



		KT2

		0,655

		0,620

		0,820

		0,634



		KT3

		0,774

		0,631

		0,799

		0,558



		PKD1

		0,548

		0,412

		0,415

		0,745



		PKD2

		0,705

		0,480

		0,497

		0,725



		PKD3

		0,586

		0,339

		0,415

		0,733



		PKD4

		0,535

		0,425

		0,408

		0,723



		PKD5

		0,488

		0,421

		0,396

		0,678



		PKD6

		0,750

		0,606

		0,620

		0,733



		PKD7

		0,582

		0,370

		0,441

		0,588



		PTI1

		0,536

		0,599

		0,529

		0,525



		PTI2

		0,521

		0,568

		0,302

		0,433



		PTI3

		0,549

		0,601

		0,395

		0,459



		PTI4

		0,628

		0,664

		0,368

		0,494



		PTI5

		0,638

		0,756

		0,663

		0,506



		PTI6

		0,502

		0,761

		0,539

		0,431



		PTI7

		0,487

		0,734

		0,506

		0,486





		DAFTAR DISTRIBUSI KUESIONER



		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG



		 



		No.

		Unit Kerja

		Jumlah kuesioner yang dibagikan

		Jumlah kuesioner yang dikembalikan

		Jumlah kuesioner yang dapat digunakan



		1

		Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

		10

		9

		8



		2

		BAPPEDA

		10

		10

		10



		3

		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

		10

		8

		8



		4

		Badan Kepegawaian Daerah

		10

		9

		9



		5

		Badan Lingkungan Hidup

		10

		10

		10



		6

		Badan Pemberdayaan Masyarakat

		10

		10

		10



		7

		Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

		10

		10

		10



		8

		Inspektorat

		10

		10

		10



		9

		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		10

		10

		10



		10

		Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

		10

		10

		10



		11

		Dinas Kelautan dan Perikanan

		10

		10

		10



		Jumlah

		110

		106

		105





18







Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)







Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)







Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y1)







Pengawasan Keuangan Daerah (X4)







Sistem Pengendalian Intern (X3)







Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)







Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y2)







Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)







Pengawasan Keuangan Daerah (X3)







41







53







81







84
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